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ABSTRAK

Inggrid Devi Yuniar Kemon, PERAN INSPEKTORAT DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN TELUK
BENTUNI. Skripsi Fakultas Hukum, Illmu Sosial dan Politik Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mei,2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Inspektorat
Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit, reviu laporan keuangan, dan
pembinaan aparatur desa. Meskipun terdapat upaya serius dalam mendorong tata
kelola yang baik, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik internal
maupun eksternal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia,
kompetensi auditor, keterlambatan pelaporan dari desa, keterbatasan anggaran
operasional, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, pemanfaatan
teknologi informasi dalam sistem pengawasan masih minim, sehingga
menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut,
diperlukan langkah strategis seperti penambahan anggaran, digitalisasi sistem
pelaporan dan audit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama
antarinstansi. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan dapat
menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan efektif, guna memastikan

penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Peran Inspektorat; Pengawasan ; Dana Desa; Kabupaten Teluk

Bentuni
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BAB |
PENDAHULUAN

A. A . Latar Belakang

Negara adalah salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan
masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu
negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara
dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan
tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan
masyrakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur
kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut
menggambarkan suatu hierakhi atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi
tingkatanya sampai pada aturan yang paling rendah.

Pembentukan suatu negara ialah proses kompleks yang melibatkan berbagai
faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, pembentukan negara
diawali dari adanya sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu
wilayah tertentu. Mereka memiliki kesadaran akan identitas bersama, baik itu
berdasarkan suku, agama, bahasa, atau sejarah.

Peran pemerintahan dalam pembentukan negara sangatlah sentral Pemerintah
berkerja mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Fungsi utamanya adalah
menciptakan dan menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selain itu, pemerintah juga
berperan dalam mengatur perekonomian, mewakili negara dalam hubungan

internasional, dan membangun identitas nasional melalui berbagai kebijakan dan



program yang direncanakan, pemerintah berupayah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan bangsa, dengan kata lain pemerintah adalah alat yang
digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Tanpa adanya
pemerintahan yang kuat dan efektif, suatu negara akan sulit untuk berkembang
dan mencapai tujuan bersama. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang
mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh
warganya.

Guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pemerintah
membentuk sebuah lembaga yang berkedudukan pada setiap tingkatan
pemeritahan, baik di pusat maupun di daerah. Lembaga tersebut adalah
Inspektorat. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan program, kebijakan,
dan penggunaan anggaran agar selaras dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Inspektorat adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan
program, kebijakan, dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.? Selain itu, Inspektorat juga melakukan audit
internal untuk mengevaluasi keuangan, manajemen, serta pelaksanaan program
agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dalam menjalankan
tugasnya, Inspektorat berfungsi sebagai pengendali dan pemantau yang mampu
mengidentifikasi potensi penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan atau
anggaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.

Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi

! Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam
Mengukur Kinerja Lembaga Negara. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(1).



juga sebagai pembina yang memberikan arahan agar instansi pemerintahan dapat
meningkatkan kinerja dan menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang.

Peran strategis Inspektorat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Keberadaan
Inspektorat yang kuat dan berfungsi optimal dapat menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dengan memastikan pengelolaan negara berjalan
sesuai prinsip tata kelola yang baik. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan
bahwa Inspektorat memiliki independensi, keahlian, serta sumber daya yang
memadai agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.? Dalam
menghadapi dinamika zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks,
Inspektorat juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan untuk memberikan
pengawasan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebuah
Inspektorat yang andal dan profesional akan membantu menciptakan
pemerintahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang
berkualitas.

Wilayah kerja Inspektorat mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai
dari pusat hingga daerah. Ditingkat pusat, Inspektorat berada di bawah
kementerian atau lembaga negara, seperti Inspektorat Jenderal yang bertugas
melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian terkait. Inspektorat ini
bertanggung jawab memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirancang
pemerintah pusat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan

peraturan. Selain itu, Inspektorat di tingkat pusat juga berfungsi untuk mengawasi

2 |da Zuraida, S. H. (2022). Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah
dan retribusi daerah. Sinar Grafika.



pelaksanaan anggaran negara, termasuk dana yang didistribusikan ke daerah, agar
tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidak sesuaian.

Di tingkat daerah, Inspektorat berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten,
atau kota. Inspektorat daerah bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja dan
kebijakan di wilayah administratif masing-masing, termasuk pengelolaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).® Mereka juga bertanggung jawab
melakukan pembinaan kepada perangkat daerah seperti dinas-dinas dan unit kerja
di wilayahnya.

Dengan adanya Inspektorat di setiap tingkat pemerintahan, pengawasan dapat
dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendalam, memastikan bahwa tata kelola
pemerintahan di semua wilayah berjalan dengan baik. Keberadaan Inspektorat di
tingkat daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan
mendukung tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh
wilayah Indonesia.

Dalam Pemerintahan Inspektorat daerah menjadi salah satu lembaga yang
berperan dalam mengawasi dan mengaudit pengelolaan keuangan di tingkat
pemerintahan daerah yang salah salah satunya adalah Inspektorat Kabupaten
Teluk Bintuni.* Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten yang berada
di Provinsi Papua Barat,Indonesia. Teluk Bintuni menjadi kabupaten terluas di
papua barat, dengan luas 18,637,00 km dan meliputi 13,102% wilayah papua

barat. Kabupaten teluk bintuni berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 26

3 Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818-833.

4 Fresiliasari, O. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan
Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi dan
Pajak, 23(2).



tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni, secara geografis teluk
bintuni termasuk dalam wilayah indonesia timur. Letak astronominya berada
antara  koordinat  1°57°50°> hingga 3°11°26”° lintang selatan dan
134°44°59°°hingga 134°14°49°° bujur timur. Dan kabupaten teluk bintuni
memiliki 7(tujuh) suku asli yaitu: Sebyar, wamesa, kuri, irarutu, moskona, sough,
sumuri. Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki 24 kecamatan (distrik), 2
kelurahan, dan 115 desa (kampung) dan setiap kecamatan memiliki beberapa
kampung/desa. Kabupaten Teluk Bintuni dipimpin oleh kepala daerah (bupati)
yang di pilih melalui pemilihan umum berdasarkan hak pilih masyarakat
Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Bintuni,
kepala daerah (bupati) bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan di
setiap distrik, kampung/desa. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
peraturan pemerintahan daerah. Setiap daerah memiliki tanggung jawab yang di
serahkan kepada kepala daerah guna untuk mengelolah dan membangun daerah
tersebut, dalam melakukan pembangunan dan penggelolaan setiap ditrik dan
kampung penting adanya pengawasan dari instansi pemerintah yaitu aparat
pengawasan internal pemerintah (APIP) Kabupaten Teluk Bintuni yang bertugas
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Pengawasan
internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap peneyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah di
laksanakan sesuai tolak ukur dan proses tata kelolah APIP. Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang di bentuk dengan

tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat/ataupun



pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Inspketorat jendral kementrian, Inspektorat/unit
pengawasan internal pada keskretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga
negara, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan internal pada
badan hukum pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga
yang melaksanakan tugas audit internal di lingkungan pemerintah adalah
Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan peraturan bupati teluk bintuni
nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Inspektorat daerah (berita daerah kabupaten teluk bintuni tahun
2026 nomor 208). Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kewenangan
untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personal
pada instansi/satuan kerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni yang
di perlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit
internal. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, pimpinan
organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menciptakan  dan memelihara
lingkungan pengendalian yaitu meliputi : penegakan intergritas dan etika,
komitmen terhadap kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai
dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia, mewujudkan peran APIP yang efektif, hubungan yang baik dengan
instansi terkait.

Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni merupakan unit kerja yang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berada dan bertanggung jawab

langsung kepada kepala daerah (bupati). Inspektorat di pimpin oleh inspektur,



inspektur dipilih dan di angkat oleh Bupati sesuai dengan peraturan undang-
undang yang berlaku, inspektur Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab
langsung kepada bupati. Inspektorat kabupaten teluk bintuni memiliki tanggung
jawab dalam hal penyelenggaraan fungsi audit internal yaitu secara terus menerus
meningkat dan mengembangkan profesionalisame auditor, kualitas proses
pengawasan dan kualitas hasil pengewasan dengan mengacu pada standar audit
yang berlaku, menyusun pengembangan dan melaksanakan program kerja
pengawasan tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan
skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data
semua unit kerja yang dapat di awasi (audit universe) serta data/dokumen yang
diperlukan, menjamin kecukupun dan ketersediaan suber daya sehingga dapat
menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal, melakukan
pemantaun tindak lanjut hasil pengawasan, dan menyampaikan laporan hasil
pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal
kepada bupati teluk bintuni.

Dalam melakukan pembangunan di setiap kampung/desa kepala daerah kabupaten
teluk bintuni menurunkan anggaran setiap tahunnya kepada setiap
kapala/bendahara kampung yang di sebut sebagai dana desa, guna untuk
melakukan pembangunan dan pengelolaan dana APBD untuk kesejahteraan
masyarakat kampung/desa. Oleh  karena berkaitan dengan tugas utama
Inspektorat dalam mengawasi, mengaudit, dan mengevaluasi pengelolaan
keuangan serta pelaksanaan program di tingkat pemerintahan. Dana desa adalah

sebagai bagian dari anggaran negara yang dikelola pemerintah daerah hingga ke



tingkat desa, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaannya
sesuai dengan peraturan, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan desa secara
berkelanjutan. Dana desa adalah sumber pendanaan yang dialokasikan oleh
pemerintah pusat kepada daerah dan diturunkan pada desa untuk tujuan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal.
Sejak diterapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,°> dana desa
diharapkan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, dan memberdayakan sumber daya
lokal. Dengan cara ini, desa diberikan otonomi dalam mengelola dan
merencanakan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
masyarakat setempat.

fungsi Inspektorat juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa,
mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga dapat mencegah potensi
penyimpangan atau penyelewengan. Secara lebih spesifik, fungsi Inspektorat
terhadap dana desa meliputi pengawasan pelaksanaan program, audit pengelolaan
keuangan desa, dan pembinaan kepada perangkat desa.

Inspektorat bertugas memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan
rencana pembangunan yang telah disusun, serta memeriksa laporan keuangan desa
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Inspektorat juga
berperan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa
agar mampu mengelola dana secara profesional dan sesuai aturan. Dalam

melaksanakan tugasnya Inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala

> Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818-833.



daerah melalui sekretaris daerah, karena hal itu sudah menjadi tugas dari
Inspektorat untuk mengawasi dana desa.

Inspektorat menjadi pilar yang mempunyai tugas dan tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan
tugas dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan Inspektorat
berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan

optimal dari Inspektorat daerah demi optimalisasi tugas serta tanggung jawab.

B. B . Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di
kabupaten teluk bintuni?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk
Bintuni dalam melakukan pengawasan dana desa?

C. C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penilitian yang hendak dicapai yaitu:
1. Mengetahui Kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di
kabupaten teluk bintuni.
2. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat inpektorat daerah dalam

melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni.

D. D . Manfaat Penelitian
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Penulis memiliki harapan atas penelitian yang di lakukan ini, agar memberikan
manfaat dan penegtahuan bagi penulis,pembaca dan masyarakat tentang peran
Inspektorat daerah.
Adapun manfaat bagi penilitian ini sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Penilitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan referensi untuk menambah
ilmu pemerintahan tentang peran Inspektorat dalam melakukan
pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Secara akademis
a. Bagi penulis
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya
pemahaman penulis dan memberikan pengalaman bagi penulis dalam
penelitian ini tentang peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan
dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni.
b. Bagi mahasiswa
Penulis berharap dengan adanya penelian ini  mahasiswa lebih
memahami dan mengetahui bagaimana peran Inspektorat dalam
melakukan pengawasan dana desa.
c. Bagi masyarakat
Melalui penelitian ini, penulis bemberikan informasi dengan
pemahaman bagi masyarakat tentang peran Inspketorat dalam
melakukan pengawasan dana desa dan juga dampak bagi

penyalagunaan dana desa, dan dengan adanya penelitian ini penulis

10
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Inspektorat

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses dimana suatu ukuran kinerja yang di ambil untuk
mendukung pencapaian dari hasil yang di harapkan dari kinerja. Pengawasan juga
adalah untuk memastikan proses yang di laksanakan sesuai dengan apa yang
sudah di rencanakan. Menurut Basu swasta “Pengawasan yaitu merupakan fungsi
yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang di
inginkan”,dan menurut komaruddin”Pengawasan adalah berhubungan dengan
perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana,dan awal untuk langkah
perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti,”®

Secara umum Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang
bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan
apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Jika terjadi ketidak sesuaian atas
penyimpangan-penyimpangan untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka agar
segera mengambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan.

selanjutnya agar pelaksanaannya terarahkan. Pengawasan merupakan proses
dari seluruh kegiatan yang di laksanakan oleh organisasi guna untuk menjamin

bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di

tentukan dan pengawasan adalah suatu proses yang yang dimana pemimpin ingin

® Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi
Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).
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mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh
bawahan sudah sesuai dengan rencana atau tidak.’

Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai.
Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara
efektif dan efisien.

Dengan kata lain, pengawasan adalah mekanisme kontrol untuk menjaga agar
segala sesuatu berjalan sesuai harapan dan mencapai hasil optimal. Tanpa
pengawasan efektif, sulit mengukur keberhasilan, mengidentifikasi masalah, dan
melakukan perbaikan. Istilah terkait seperti monitoring pemantauan berkelanjutan,
evaluasi penilaian hasil, pengendalian memastikan kesesuaian dan mengambil
tindakan korektif, dan audit pemeriksaan independen memperjelas pengertian
pengawasan. Pengawasan penting di berbagai bidang, dari bisnis hingga
kehidupan pribadi, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas®

2. Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kebijakan, dan rencana yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, tujuan

Inspektorat antara lain:

" Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, |. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten
Batubara. Strukturasi: Jurnal llImiah Magister Administrasi Publik, 2(2), 190-203.

8 Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran
Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa:
Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 20(2), 226-
45,
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1. Meningkatkan Akuntabilitas: memastikan pengunaan anggaran dan
pelaksanaan program kegian pemerintah daerah dapat di pertanggung
jawabkan secara transparan dan akuntabel kepada publik.

2. Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan KKN di lingkungan pemerintah daerah
melalui pengawasan yang efektif

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Mendorong peningkatan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui rekomendasi
perbaikan yang diberikan.

4. Memberikan Jaminan Kualitas: Memberikan jaminan bahwa program dan
kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal
terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui berbagai metode seperti
audit (pemeriksaan sistematis dan objektif), reviu (penelaahan untuk memberikan
keyakinan terbatas), evaluasi (penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomis), dan
pemantauan (pengamatan berkelanjutan). Selain itu, Inspektorat juga
melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah,
menyusun laporan hasil pengawasan berisi temuan dan rekomendasi, serta
memberikan konsultasi kepada perangkat daerah untuk perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian internal. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk
memastikan akuntabilitas, mencegah KKN, meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, memberikan jaminan kualitas, mendeteksi dini potensi masalah, dan

mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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Hubungan tujuan dan fungsi Inspektorat ialah memberikan arah dan fokus
bagi pelaksanaan fungsi Inspektorat.® Fungsi Inspektorat merupakan implementasi
dari tujuan Inspektorat. Tanpa tujuan yang jelas, fungsi Inspektorat tidak akan
efektif. Sebaliknya, tanpa fungsi Inspektorat yang baik, tujuan Inspektorat sulit
dicapai. Dengan demikian, Inspektorat memegang peranan penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan
yang efektif oleh Inspektorat akan mendorong terciptanya pemerintahan yang
bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang

berkualitas.

3. Peran Dan Fungsi Inspektorat

a. Inspektorat Jendral

Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata
kerja depertemen dalam negri, Inspektorat jendral depertemen dalam negri
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan
depertemen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat jendral
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut© :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasn fungsional

2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai denganketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

® Padang, D. M. O., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Inspektorat Kota Bitung. Jurnal
Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 23(4), 481-488.

10 Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran
Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa:
Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 20(2), 226-
45.
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3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat jendral

Inspektorat jendral mempunyai depertemen dalam negri selain mempunyai
tugas membantu mentri dalam negri, dalam melakukan pengawasan terhadap
tugas-tugas pokok depertemen dalam negri, lembaga tersebut juga berkewajiban
melakukan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah. Lembaga
pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah Inspektorat provinsi dan
Inspektorat Kabupaten/kota, yang pembentukannya di atur dalam Peraturan
pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007
tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat provinsi dan
Kabupaten/kota.!!

b. Inspektorat Provinsi

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Permendagri Nomor 64 Tahun 2007
Adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada gubernur. Inspektorat provinsi mempunya tugas dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
pelaksanaan pembina atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota. Untuk
melaksanakan tuganya, maka Inspektorat provinsi menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

1. Perencanaan program pengawasan

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan

1 Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Decision: Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis, 2(2), 276-280.
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3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
Inspektorat Kabupaten/kota.
c. Inspektorat Kabupaten/kota
Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007,
adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati/walikota, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan
pemerintah  desa. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Inspektorat
Kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemerinksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
Inspektorat provinsi, Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap
penyelenggara pemerintahan daerah dengan ruang lingkup pengawasan
sebagaimana di atur dalam pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007.
Ketentuan pasal 2 tersebut menyebutkan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah meliputi administrasi umum pemerintah dan urusan

pemerintahan?2,

B. Definisi Desa

2 Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Decision: Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis, 2(2), 276-280.
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1. Desa

Desa adalah suatu pemukiman yang terletak di pedesaan, yang di dalam
konteks administrasi Indonesia yaitu pembagian wilayah desa berada di bawa
kecamatan dan di pimpin oleh kepala desa. Desa adalah sekelompok rumah yang
merupakan kesatuan kampung dusun dan wilayah sebagaian besar Indonesia
adalah perdesaan. Maka dapat di katakan bahwa desa adalah pembangunan yang
paling dominan untuk mengisi pembangunan baik secara nasional maupun daerah.
Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar
penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan menggantungkan hidupnya di
desa. Pembangunan desa juga memeliki arti penting karena memiliki keterkaitan
dengan peningkatan perekonomian rakyat, karena sebagian besar potensi sumber
daya alam dan manusia terdapat di desa, oleh karena itu penting adanya
pembangunan desa. Dalam pengertian desa para ahli mengemukakan pendapat
yaitu menurut R Bintarto: desa adalah suatu permujudan maupun kesatuan sosial,
geografi dan ekonomi. Kultural serta politik yang ada pada suatu daerah dan
mempunyai pengaruh timbal balik dengan yang lain. Rifhi siddiq: desa adalah
suatu wilayah yang mempunyai tingkat pendapatan rendah yang dihuni oleh
penduduk yang interaksi sosial yang bersifat homogen(memiliki kesamaan),
bermata pencarian di bidang agraris(petani,ladang) dan juga mampu berinteraksi
dengan wilayah lain di sekitarnya. Selain menurut para ahli desa juga dapat di
sebut sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan
lingkungan yang saling bergotong royong. Hasil dari perpaduan ini suatu wujud
atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur unsur fisiografis,

sosial, ekonomi,dan politik.
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Definisi desa di bagi menjadi 4 unsur yang berperan penting dalam sebuah
desa dan berkaitan serta bekerja sama dalam menciptakan pembangunan desa

yang berkelanjutan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah

a. Sumber Daya Alam (SDA) : Yang menjadi faktor utama dalam menunjang
perekonomian masyarakat desa yaitu tanah,air, hutan, dan sumebr daya alam
lainya itu mejadi faktor utama SDA di sebuah desa.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) : Penduduk desa sangat penting untuk
keberhasilan pembangaunan desa. kulitas dan kuantitas penduduk desa
sangat mempengaruhi kemampuan, keterampilan dalam mendidik
masyarakat untuk kemajuan desa

c. Infrastruktur dan sarana prasarana : insfrastruktur seperti jalan, jembatan
Jistrik, dan air bersih yang di butuh kan dalam sebuah desa. Sarana
prasarana seperti sekolah, puskesmas, pasar adalah sarana yang di butuhkan
desa untuk kemajuan dan perkembangan desa.

d. Pemerintahan Desa : pemerintah desa yang baik dan tranparan dalam
pengelolaan SDA dan juga menyiapkan fasilitas untuk kemajuan dan
perkembangan desa.

Dalam UU Nomor 23 Ttahun 2014 tentang pemerintahan daerah di artikan
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut asal usul adat
istiadat setempat yang diakui dan di hormati oleh sistem Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang peemrintahan

daerah ayat 1 pasal 12). Desa merupakan suatu kesatuan yang memiliki
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kewenangan untuk mengurus dan mengatur para kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam sistem
pemerintahan, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang desa adalah :

a. Menyelenggarakan urasan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal
usul desa.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang di serahkan kepada desa, yakni urasan pemerintahan
yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
Kabupaten/kota.

d. Urusan pemerintahan lainnnya yang oleh peraturan perundang-undangan

yang diserahkan kepada desa.*3

C. Definisi dana Desa

1. Dana desa menurut regulasi

Dana Desa merupakan transfer dana dari APBN yang dialokasikan khusus
untuk desa, disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Tujuannya sangat luas,
mencakup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Landasan hukumnya kokoh, berpusat pada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian dijabarkan

3 Dilahur, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. In Forum Geografi (Vol. 8, No.
2, pp. 119-128).
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lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 dan
PP Nomor 60 Tahun 2014, serta berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Permendes PDTT),

Regulasi ini mengatur secara detail mulai dari alokasi, penggunaan,
pelaporan, hingga pengawasan dana desa, memastikan pengelolaan yang
transparan dan akuntabel. Prioritas utama penggunaan dana desa adalah untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan
kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Alokasi dana desa dihitung berdasarkan beberapa variabel penting, antara lain
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis. Formula perhitungan ini bertujuan untuk memberikan alokasi yang
lebih adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik dan
kebutuhan masing-masing desa.

Komponen alokasi terdiri dari alokasi dasar yang didistribusikan secara
merata ke setiap desa sebagai jaminan minimal, alokasi afirmasi yang ditujukan
khusus untuk desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan tingkat
kemiskinan tinggi sebagai bentuk keberpihakan, alokasi kinerja yang diberikan
sebagai insentif bagi desa-desa yang menunjukkan Kinerja pengelolaan dana desa
dan pembangunan yang baik, dan alokasi formula yang dihitung berdasarkan
variabel-variabel di atas dengan bobot yang telah ditentukan. Mekanisme

penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Rekening Kas Umum

4 Raharjo, M. M. |. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.
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Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/kota, dan
selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan seluruh
elemen masyarakat desa, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan kelompok-kelompok
masyarakat. Proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes)
untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).™ Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan
APBDes yang telah disetujui oleh BPD. Penatausahaan keuangan desa dilakukan
secara tertib dan transparan, dengan pencatatan dan pembukuan yang lengkap.
Pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa disampaikan secara
berkala kepada pemerintah daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui
forum-forum yang relevan.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara berlapis, mulai
dari pengawasan internal oleh BPD dan masyarakat desa, hingga pengawasan
eksternal oleh pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
lembaga pengawas lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan
peruntukannya. Sanksi tegas diberlakukan bagi pihak-pihak yang terbukti
melakukan penyimpangan, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isu-isu yang sering

5 Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). Jurnal
llmiah Sistem Informasi Akuntansi, 2(2), 54-61.
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muncul terkait dana desa antara lain kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan
keuangan, pengawasan yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang masih
rendah, dan keterlambatan penyaluran. Untuk meningkatkan efektivitas dana desa,
berbagai upaya terus dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa
melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan
partisipasi masyarakat, penyederhanaan regulasi dan prosedur, serta pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif, dana desa diharapkan dapat menjadi
instrumen yang efektif dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat desa secara berkelanjutan. Penting untuk selalu merujuk pada regulasi
terbaru dan sumber informasi resmi untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif dan akurat mengenai dana desa.
2. Tujuan penyuluran dana desa

Tujuan penyaluran dana desa menurut regulasi di Indonesia sangatlah
beragam dan saling berkaitan, membentuk sebuah kerangka kerja untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan-tujuan ini
dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi
desa, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki desa untuk kemajuan dan
kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan utama penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan
kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, dana desa

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),'® peningkatan produktivitas
pertanian dan perikanan, serta pengembangan potensi pariwisata desa. Dari segi
sosial, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan, serta memperkuat kerukunan dan gotong royong antar warga. Dari segi
budaya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk melestarikan adat istiadat dan
kearifan lokal. Selain peningkatan kualitas hidup, tujuan penting lainnya adalah
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar desa. dana desa
dialokasikan dengan mempertimbangkan angka kemiskinan di masing-masing
desa, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi berpotensi
mendapatkan alokasi yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan
bantuan yang lebih besar kepada desa-desa yang paling membutuhkan, sehingga
dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
pembangunan antar desa. Program-program yang didanai oleh dana desa, seperti
pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan dapat
memberikan dampak langsung bagi pengurangan angka kemiskinan. Dana desa
juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Hal ini mencakup
peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur transportasi.

Dengan adanya dana desa, pemerintah desa dapat membangun dan memperbaiki
fasilitas-fasilitas publik, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan

6 Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). Jurnal
llmiah Sistem Informasi Akuntansi, 2(2), 54-61.
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publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa juga menjadi salah satu tujuan
penting penyaluran dana desa. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur
desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan
kegiatan yang didanai oleh dana desa. Dengan kapasitas yang memadai,
pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih efektif dan efisien, serta
mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan pemerintah
daerah. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui berbagai pelatihan,
bimbingan teknis, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dan pusat. Selain itu, dana desa bertujuan untuk mendorong partisipasi
aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini diwujudkan melalui
Mekanisme Musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana
desa. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program-program yang didanai oleh
dana desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung
jawab terhadap pembangunan di desa.

Terakhir, dana desa juga bertujuan untuk mendorong pembangunan
infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
Pembangunan infrastruktur ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan,
jembatan, irigasi, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas

ekonomi dan sosial masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur ini juga harus
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memperhatikan aspek keadilan dan kearifan lokal, sehingga tidak merusak
lingkungan dan tetap menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, penyaluran dana desa bertujuan untuk menciptakan
pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat desa.

3. Tata kelola dana desa

Mengenai dana desa menunjukkan adanya dampak positif terhadap
pengurangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur di desa. Penelitian dan
kajian mengungkapkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur
dasar, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, telah meningkatkan akses masyarakat
terhadap layanan dan peluang ekonomi. Namun, efektivitas dana desa dalam
mengurangi kemiskinan dinilai belum optimal di beberapa daerah karena faktor-
faktor seperti kapasitas aparatur desa yang terbatas, pengawasan yang kurang
efektif, dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Kritik juga muncul
terkait fokus yang terlalu besar pada pembangunan fisik, sementara program
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kurang mendapat
perhatian yang seimbang. Isu krusial yang diangkat dalam pembahasan terdahulu
adalah kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dana
desa. keterbatasan pengetahuan aparatur desa seringkali mengakibatkan kesalahan
administrasi, potensi penyimpangan, dan penggunaan dana desa yang kurang
optimal.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan dana desa juga dinilai belum optimal di beberapa daerah. Kurangnya
partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan program dan kegiatan yang didanai

dana desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
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Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa juga masih menjadi
tantangan yang perlu diatasi. Tata kelola dana desa merupakan rangkaian proses
yang kompleks dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tata kelola yang baik
sangat krusial untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat optimal bagi
masyarakat desa. 1’

1. Perencanaan: Tahap perencanaan merupakan fondasi dari tata kelola dana
desa. Proses ini dimulai dengan Musyawarah desa (Musdes) yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok
masyarakat, dan unsur-unsur lainnya. Dalam Musdes, masyarakat
membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

RPJMDes merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan desa selama
enam tahun. Sementara Rencana kerja pemerintahan RKPDes merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, termasuk program dan
kegiatan yang akan didanai oleh dana desa. Partisipasi aktif masyarakat
dalam tahap perencanaan sangat penting untuk memastikan program dan

kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

7 Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat
terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi, 24-29.
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2. Penganggaran: Setelah RKPDes disepakati, tahap selanjutnya adalah
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes
merupakan dokumen anggaran tahunan yang memuat rencana pendapatan
dan belanja desa, termasuk alokasi dana desa. Penyusunan APBDes
dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD, dengan berpedoman pada
RKPDes dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. APBDes harus
disetujui oleh BPD sebelum dapat dilaksanakan. Proses penganggaran harus
transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi
dana desa dan peruntukannya.

3. Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh kepala
desa. TPK bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
rencana dan anggaran yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan kegiatan,
TPK harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebisa mungkin,
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan
partisipasi masyarakat setempat dan memanfaatkan sumber daya lokal.

4. Penatausahaan: Penatausahaan merupakan proses pencatatan dan
pembukuan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk transaksi yang
berkaitan dengan dana desa. Penatausahaan dilakukan secara tertib,
transparan, dan akuntabel, dengan menggunakan sistem dan prosedur yang
telah ditetapkan. Dokumen-dokumen keuangan, seperti bukti penerimaan

dan pengeluaran, harus disimpan dengan rapi dan terarsip dengan baik.
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Penatausahaan yang baik sangat penting untuk memudahkan proses audit
dan pertanggungjawaban.

. Pelaporan: Pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana desa secara berkala. Laporan tersebut disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat, serta dipublikasikan kepada masyarakat
melalui forum-forum yang relevan, seperti Musyawarah
Pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus memuat
informasi yang lengkap dan akurat mengenai realisasi penggunaan dana
desa, termasuk realisasi fisik dan keuangan.

. Pertanggungjawaban: Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan
dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban
kepada masyarakat dilakukan melalui Musyawarah Pertanggungjawaban, di
mana pemerintah desa memaparkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana desa dan menerima masukan dari masyarakat.
Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dilakukan melalui
penyampaian laporan secara berkala dan audit yang dilakukan oleh instansi
yang berwenang.

. Pengawasan: Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara
berlapis, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal
dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa, sedangkan pengawasan eksternal
dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan
lembaga pengawas lainnya. Pengawasan bertujuan untuk memastikan dana
desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dengan tata kelola yang baik,
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diharapkan dana desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Inspektorat memegang peranan krusial dalam tata kelola dana desa,
bertindak sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memastikan
akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Fungsi utama Inspektorat
mencakup pengawasan dan pembinaan. Sebagai pengawas, Inspektorat melakukan
audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan dana desa digunakan
secara efisien, efektif, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
mencakup ketepatan lokasi, sasaran, jumlah, waktu, dan penggunaan. 8

Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam pencegahan dan deteksi dini
potensi penyimpangan, mengidentifikasi risiko sejak awal, dan memberikan
rekomendasi perbaikan sebelum masalah membesar. Jika ditemukan indikasi
pelanggaran, Inspektorat berwenang melakukan investigasi dan menindaklanjuti
temuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk
merekomendasikan sanksi administratif atau melaporkan indikasi tindak pidana
korupsi kepada aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kehadiran Inspektorat
berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana desa. Proses audit dan reviu yang dilakukan memberikan

keyakinan bahwa pengelolaan telah sesuai dengan ketentuan, sementara publikasi

8 Pebrianti, G. M. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat Di Desa Sumobito
(Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito) (Doctoral dissertation, Stie Pgri
Dewantara Jombang).
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laporan hasil pengawasan memberikan informasi kepada masyarakat untuk turut
serta mengawasi.*®

Inspektorat juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah
daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat penegak hukum, dan lembaga
pengawas lainnya, untuk memastikan pengawasan berjalan terpadu dan efektif,
serta menindaklanjuti temuan-temuan pengawasan secara bersama-sama. Dengan
demikian, Inspektorat berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa

yang akuntabel, transparan, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat desa.

D. Kerangka Pikir

¥ Dina, A., Anis, F., & Hasiatul, A. (2022). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGAWASAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KECAMATAN
LUBAI ULU KABUPATEN MUARA ENIM) (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
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Kerangka pemikiran adalah rencana atau gambaran umum yang dibuat oleh
peneliti untuk merancang proses penelitian, sekaligus merupakan pola pikir yang
menjadi dasar dalam memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian ini,
berfungsi sebagai penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi fokus
masalah, disusun berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang
relevan, dan harus memiliki alur yang logis agar dapat menghasilkan kesimpulan

berupa hipotesis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa di
Kabupaten Teluk Bintuni

v

Undang-undang No. 26 tahun 2002 tentang
pembentukan kabupaten teluk bintuni

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang No. 23 pasal 216 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah.

I

l l

Apa yang menjadi faktor penghambat

Bagaimana kinerja inspektorat bagi Inspektorat kabupaten Teluk

kabupaten dalam melakukan Bintuni dalam melakukan

pengawasan dana desa di kabupaten
teluk bintuni?

pengawasan dana desa?

. v

Inspektorat kabupaten sangat berperan penting dan Inspektoarat kabupaten teluk bintuni sering terhambat
bertanggung jawab dalam melakukan menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan
pemeriksaan,pengawasan, dan juga evaluasi terhadap pengawasan dana desa, faktor yang sering menghambat
pelaksanaan tugas dan fungsi dari inspektorat kabupaten. inspektorat dalam melakukan pengawasan adalah

kurangnya sumber daya manusia dalam lembaga

inspektorat,
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BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan
deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
dan menganalisis peran inpsketorat dalam melakukan pengawasan dana desa di
Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan pendekatan ini,penulis dapat mengeksplorasi
dan memahami secara mendalam tentang peran Inspektorat dalam melakukan
pengawasan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian
Dalam melakukan penelitian itu tergantung pada pengumpulan sumber data
dan juga tujuan dari penelitian ini,maka dari itu penelitian di laksanakan selama 1
bulan sejak surat ijin penelitian di terbitkan,dengan kegiatan yang meliputi
pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyajian dalam bentuk skripsi.
2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan,sehingga memudahkan peneliti dalam
mengumpulkan data yang di butuhkan. Dalam penulisan skripsi ini,penulis
melaksanakan penelelitian di kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang
berlokasi di kompleks perkantoran pemda bumi saniari,distrik manimeri

Kabupaten Teluk Bintuni. Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan topik
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penelitian,sehingga memudahkan peneliti dalam menulis dan mengakses data dan
informasi yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi atau keterangan yang berkaitan
langsung dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berperan penting untuk
memberikan gambaran yang jelas dan mendukung ulasan dalam pembahasan
topik penelitian. Dalam penelitian ini,sumber data yang di gunakan terdiri dari
beberapa kategori,yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi khusus
untuk memperkaya hasil penelitian dan memastikan bahwa data yang diperoleh
relevan serta mendukung tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah
sebagai berikut:

1. Sumer data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara dengan kepala instansi Inspektorat atau staf yang berkotribusi
dalam pengawasan dana desa.

2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
melalui berbagai sumber seperti berita inline dan juga hasil penelitian dan

pendapat para ahli yang khususnya dalam peran Inspektorat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penelitian ini adalah
wawancara,obesrvasi dan dokumentasi. Data yang di kumpulkan harus memenuhi
syarat tertentu agar relevan dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang

diteliti. Teknik pengumpulan data di antaranya:
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1. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara
terstruktur dan mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang
pewawancaranya menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan Wawancara ini dilakukan dalam bentuk
percakapan antara interviewer dan interview seperti yang di rumuskan
dalam pedoman wawancara.

Dalam wawancara ini, responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagai

berikut:

a. Dari instnsi terkait (Inspektorat daerah)
Wawancara di lakukan dengan kepala instasi  yaitu inspektur,
wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan
menegnai peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa
di Kabupaten Teluk Bintuni.

b. Dari kepala kampung/desa
Wawacara di lakukan dengan kepala kampung/desa bertujuan untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi yang relevan mengenai dana
desa yang di turunkan setiap tahunya.

2. Teknik pengumpulan data yang di kenal dengan observasi dilakukan melalui
penelitian dan pencatatan sistematika. Metode ini memungkinkan peneliti
untuk secara langsung memahami, mendengar dan mencatat apa yang sudah
dijelaskan oleh kepala instansi tersebut mengenai pemasalahan yag sedang
diteliti.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk

tulisan,gambar, atau karya-karya dari seseorang. Secara sederahana metode
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dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen
atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam
penelitian ini (sigiyono,2010),alat bantu dokumentasi adalah kamera kajian
dokumentasi sangat penting bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi.

E. Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2010:335),terkait analisis data adalah proses
pengelolaan data yang di peroleh dari wawancara,obesrvasi dan
dokumnetasi. Data tersebut disusun secara sistematis dengan cara
mengelompokan ke dalam kategori,menjelaskan bagian-bagian tertentu,
menghubungkan informasi,menyusun pola, memilah hal-hal penting,dan
menarik kesimpulan agar mudah di pahami oleh peneliti maupun orang
lain. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikui:

1. Analisis data secara dedukti adalah jenis penelitian yang mana
penelitian memulai dengan teori, hipotesis, atau generalisasi dan
kemudian mengujinya melalui observasi dan pengumpulan data.
Metode ini menggunakan pendekatan top-down (dari atas ke bawah),
dan penelitian memulai dengan ide umum dan kemudia mengujinya
melalui pengamatan khusus. Dalam proses penelitian deduktif ada 5
tahap yaitu:

a. Perumusan hipotesis
Mengembangkan hipotesis dan menebak bagaimana variable-

variabel tersebut saling terkait.
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Desain studi penelitian

Merancang studi penelitian untuk menguji hipotesis.

Pengumpulan data

Setelah desain penelitian ini di tetapkan, berbagai metode, seperti
survey, eksperimen, atau studi obesrvasi, digunakan untuk
mengumpul data.

Analisis data

Dilakukan untuk memastikan data yang di ambil apakah
mendukung atau membantah hipotesis. Tujuannya untuk melihat
apakah data tersebut mendukung atau membantah hipotesis.
Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dari data jika hipotesis didukung, hipotesis
tersebut dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang

populasi yang diteliti.

. Analisis data secara induktif adalah metode dimana peneliti

mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan teori,

konsep, atau hipotesis berdasarkan pola dan pengamatan yang terlihat

dalam data. Dalam proses penelitian indikutif ada 3 tahap yaitu:

a. Pengamatan

Melakukan pengamatan terperinci terhadap fenomena yang diteliti.

b. Pengenalan pola

C.

Mencermati data secara mendetail setelah data terkumpul.

Pengembangan teori
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Membuat kategori atau konsep awal berdasarkan pola dan tema

dari analisis data.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Kantor Inpsketorat Kabupaten Teluk Bintuni

1. Lokasi Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni

Kantor Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni terletak di kompleks perkantoran
pemda bumi saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua
Barat. Bangunan kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari satu
lantai. Wilayah kerja Inspektorat mencangkup pengawasan terhadap 24 Distrik 2
Kecamatan dan 115 Desa/kampung. Untuk jelasnya lokasi kantor Inpektorat

Kabupaten Teluk Bintuni bisa di lihat pada gambar berikut:

Gambarl Kantor Inspektorat kabupatenTteluk Bintuni
(Sumber Inggrid Devi Yuniar Kemon,2025)
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Visi dan Misi Inpektorat Kabupaten Teluk Bintuni 2

Visi

Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas danprofesional menuju

tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, inovatif dan melayani.

Misi

1.

4.

Meningkatkan sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.

Meningkatkan pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas
Kinerja.

Meningkatkan SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten
dan berintergritas.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 2*

1.

Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan

mengawasi  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan Tugas ada penyelenggaraan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas
pengawasan.

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap Kinerja dan keuangan
melalui audit, riview, evaluasi pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainya.

20 perbub Nomor 4 Tahun 2023

1 |bid
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati.

d. Penyelenggaraan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang di
lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pengaduan
masyarakat.

e. Menyusun laporan hasil pengawasan

f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kabupaten, dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait tugas

dan fungsinya.

Struktur organisasi kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yang tercantum

dalam gambar berikut:

STRUXTLUIR ORGANISASI
KABUPATEN TELUK BINTUN
INSPEKTORAT DAERAN

INSIUKTUR

SEXRETANLAT

EMPI HOMER

EELOMPON IABATAN
FUNGTIONAL

= 1 ]

s SUB BAGIAN SUB BAGLAN
IR SR PR KEPSGAWALAN PERENCAMAAN

ANOSAR

::::: WAT:

AGL

[ I 1 1
INSFRICTUR PEMBANTL INSPEKTUR PEMBANTU INGPEXTUR PEMBANTY NS PEXTUR PEMBANTY INSPENTUR PEMBANTY
DIDANG PEMEAINTAMAN BIDANG BIDANG BIDANG EXOBOSBUD BIDANG INVESTIOAS!

WILLEH TOMOW ANWAR BALOU MICHAEL YAWAN
NP 1708 110200601 10 NP 181 40629200600 3001 NIP, 106501 08 109003 108

PEMBINA A MBINA PEMBIRA T

Gambar 2. Struktur organisasi kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni
(Sumber: kantor inspektorat kabupaten teluk bintuni 2025)
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.

Kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di

Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala
Bidang Pemerintahan/Inspektur pembantu I1l1  Bapak Willem Tomow
(Oleh Inggrid Devi Yuniar Kemon, 2025). Diterangkan bahwa Inspektorat
memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, salah satunya ialah
pengawasan dana desa.

“Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja dari
Inspektorat dapat di lihat dan diukur berdasarkan bagaimana persiapan
dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dana desa di
distrik/kampung.”

Pengawasan dana desa yaitu mencangkup penggunaan Anggaran dana
Desa (ADD) yang di turunkan dari APBD (anggaran pendapatan belanja
daerah), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di

desa/kampung dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:??

a. Perencanaan pengawasan
Inspektorat menyusun rencana pengawasan tahunan (RPT) atau
rencana kerja pengawasan tahunan (RKPT) yang mencantumkan desa-
desa yang akan diawasi. Penentuan desa biasanya berdasarkan analisis

risiko, laporan masyarakat, atau hasil pengawasan sebelumnya.

22 Mariyam Lakoro, Yosef P Koton, dan Herwin Mopangga, “Model Pengawasan Pengelolaan Dana
Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango,” Innovative: Journal Of Social Science Research
3, no. 6(2023): 8703-19.
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Persiapan Pemeriksaan

Pembentukan tim pemeriksa,studi pendahuluan dan pengumpulan data
awal terkait penggunaan dana desa. Penyiapan instrumen pemeriksaan
dan surat tugas.

Pelaksanaan Pemeriksaan

Tim Inspektorat turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan lapangan,
verifikasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan
dana desa, wawancara dengan perangkat desa dan pihak terkait dan
Pemeriksaan fisik terhadap hasil pembangunan atau kegiatan yang
dibiayai oleh dana desa.

. Analisis Temuan dan Penyusunan Laporan

Menyusun hasil temuan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik
untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang ada,
menyusun laporan hasil pengawasan (LHP) yang disampaikan ke
kepala daerah dan kepala desa.

Tindak Lanjut dan Monitoring

Inspektorat memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan
kepala desa atau perangkat desa yang diminta untuk melakukan tindak
lanjut atas temuan dan melaporkannya dalam jangka waktu tertentu
dan jika tidak ditindaklanjuti dapat diteruskan ke aparat penegak
hukum.

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi efektivitas pengawasan dan dampaknya terhadap pengelolaan

dana desa dalam laporan Kinerja pengawasan yang disampaikan
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kepada pimpinan daerah dan sebagai bahan perbaikan program

pengawasan ke depan.

Pengawasan dana desa yang di lakukan oleh Inspektorat terbagi menjadi beberapa

pengawasan sebagai berikut:?3

a. Pengawasan Tahunan

Inspektorat melaksanakan pengawasan rutin setiap tahun yang mencakup
berbagai aspek dalam pengelolaan dana desa, seperti administrasi
pencatatan, proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Dan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan
pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Berkala (Triwulanan)

Di samping pemeriksaan tahunan, Inspektorat juga secara berkala setiap
tiga bulan menyusun dan menyampaikan ringkasan hasil pengawasan dana
desa kepada Gubernur, dengan salinan kepada Menteri Dalam Negeri.
Ringkasan tersebut memuat informasi yang terkait kegiatan pengawasan
yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten/Kota dalam bentuk laporan.
Pengawasan Khusus

Selain pengawasan rutin, Inspektorat juga dapat melakukan audit khusus

apabila terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam melakukan

23 Syaiful Arpin dan | Nyoman Triana Suskendari, “PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KABUPATEN
KONAWE,” Lakidende Law Review 4, no. 1 (2025): 762—73.
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pengelolaan dana desa. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menggali
permasalahan secara mendalam dan menetapkan langkah penanganan yang
sesuai.

Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni sendiri melakukan pengawasan dana
desa menggunakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dalam
melakukan pengawasan dana desa tim Inspektorat di bentuk berdasarkan
Surat Perintah Tugas (SPT) dimana dalam SPT itu sudah ada penanggung
jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota yang siap dalam
pelaksanaan pengawasan di desa/kampung. Setiap pengawasan oleh tim
Inspektorat dilakukan pertahun dan dalam pengawasan selama satu tahun
inspektorat mengambil lima (5) distrik hingga turun ke desa/kampung dari
distrik tersebut. Peraturan Bupati Teluk Bintuni mengatur Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis resiko Inspektorat dalam
mengupayakan peningkatan efesien dan efektivitas pelaksanaan
pengawasan dalam rangka mendukung capaian Kinerja Inspektorat serta
sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan
pengawasan. Pengawasan yang di lakukan tim Inspektorat dari pemeriksaan
administrasi dimulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban.?*  Dengan adanya pengecekan fisik yang biasa
dilakukan di desa’/kampung yang berlangsung 4-5 hari dan pengecekan
administrasi terkait pengelolaan dana desa tersebut, sehingga laporan hasil

pengawasan dilanjutkan kepada tim pemeriksaan, dari pemeriksaan tersebut

24 Veti Kartika Sari dan Dini Widyawati, “Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam
pengelolaan alokasi dana desa,” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 10, no. 7 (2021).
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nantinya disusun menjadi berita acara dan disampaikan kepada kepala
daerah (Bupati) melalui sekertaris daerah, dari tim Pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam pengawasan dana desa yang di lakukan oleh tim dari lembaga Inspektorat
ada lima (5) desa’kampung yang di kunjungi dan datangi serta diwawancarai oleh
peneliti sebagai sumber informasi yaitu: Kampung Tuasay, kampung Lama,
kampung Injeif, kampung Korano, kampung Yakati. Peniliti melakukan penelitian
dan wawancara di beberapa kampung yang di antara 5 kampung itu ada 2
kampung pemekaran dan 3 kampung induk. Peneliti melakukan penelitian
tersebut agar mengetahui bagaimana kinerja dari lembaga Inspekorat dalam
melakukan pengawasan dana desa/kampung tersebut. Dalam melakukan
wawancara peneliti mendapat informasi langsung dari kepala desa/kampung yang

di kunjungi sebagai berikut :

1. Kampung Tuasay distrik Bintuni (induk)
Dalam penanggapi tentang dana desa yang di salurkan selama tiga tahun
(3 tahun) kepala kampung ktas kama ibu Yustina Gasper mengatakan
bahwa dana desa yang di salurka ke kampung Tuasay sangat baik, Adapun
besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala
Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut

sebagai berikut:

Tahun Dana desa yang di terima Pembagian dana desa
2022 Rp.1 Miliar 3X dalam 1 tahun sebesar
Rp 333.350.000 juta
januari-april
Rp 333.350.000 juta
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mei-agustus
Rp 333.300.000 juta
september- desember

2023 Rp. 1 Miliar 3X dalam 1 tahun sebesar
Rp 333.350.000 juta
januari-april

Rp 333.350.000 juta
mei-agustus

Rp 333.300.000 juta
september- desember

2024 Rp. 1 Miliar 800 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 900.000.000 juta januari-juni
Rp 900.000.000 juta juli-desember

Dari dana desa yang di salurkan kepala kampung membangun kantor
kampung, posyandu dan aula kampung, serta membangun rumah warga
yang sudah rusak dan tidak layak huni, ada juga yang rehap entah itu
rehap berat dan rehap ringan, kepala kampung juga memperbaiki jalan
dengan cara dicor dan juga mambangun sumur bor bagi masyarakat
kampung Tuasay.

Selama menjadi kepala kampung Tuasay ibu Yustina Gasper mengatakan
bahwa belum perna ada temuan-temuan pelanggaran atau penyimpangan
yang di lakukan oleh kepala kampung yang menyalagunakan anggaran
dana desa dan juga keterlambatan laporan mengenai penggunaan dana
desa ataupun terhadap pembangunan sehingga melibatkan kampung
Tuasay kedatangan tim pemeriksaan dari inspektorat.

Kampung Lama distrik Bintuni Timur (Pemekaran)

Dalam menanggapi tentang dana desa yang di salurkan kepada Kampung
Lama selama tiga tahun (3) ini, Kepala Kampung Lama Bapak Andi

Naury mengatakan bahwa dana desa yang di salurkan sangat baik, Adapun
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besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala
Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut

sebagai berikut:

Tahun | Dana desa yang di terima | Pembagian dana desa

2022 | Rp 300.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 150.000.000 juta januari-juni

Rp 150.000.000 juta juli-desember

2023 | Rp 300.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 150.000.000 juta januari-juni

Rp 150.000.000 juta juli-desember

2024 | Rp 300.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 150.000.000 juta januari-juni

Rp 150.000.000 juta juli-desember

Selain dana desa ada juga anggaran program Padat Karya yang di terimah
setiap tahun, tetapi kepala kampung mengatakan bahwa anggaran tersebut
telah dihentikan penyalurannya oleh pemerintah. Dalam penggunaan dana
desa kepala kampung sudah membangun kantor kampung, tapi untuk
sementara ini Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memberikan tugas
kepada kepala-kepala kampung pemekaran untuk mengisi fasilitas di

dalam kantor kampung seperti meja, kursi, komputer, leptop dan lainya.
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Agar kampung lama mempersiapkan untuk diangkat menjadi kampung
definitif, maka itu kepala kampung sudah membangun kantor kampung
dan juga baru menyelesaikan pembayaran pembelian tanah untuk
membangun posyandu dan juga aula kampung bagi masyarakat kampung
lama.

Selama menjabat sebagai kepala Kampung Lama bapak Andi Naury
mengatakan jika di dalam penggunaan dana desa selama masa jabatannya
tidak pernah mengalami kendala dalam penyusunan laporan penggunaan
dana desa dan tidak perna mengalami keterlambatan pengumpulan
laporan, kepala kampung juga mengatakan jika selama menjabat tidak
pernah mendapat panggilan ataupun peeriksaan dari tim Inspektorat
maupun dari dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni
dengan temuan-temuan yang menyatakan adanya pelanggaran atas
penyalahgunaan dana desa/kampung.

Kampung Injeif Distrik Moskona Timur (Pemekaran)

Tanggapan tentang dana desa yang disalurkan di Kampung Injeif, Kepala
kampung Injeif Bapak Yanis Pinder mengatakan bahwa dana desa yang di
salurkan selama tiga tahun berjalan sangat baik. Adapun besaran dana
desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung pada

tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai berikut:

Tahun | Dana desa yang di teriam | Pembagian dana desa

2022 Rp 300.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar

Rp 150.000.000 juta januari-juni
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Rp 150.000.000 juta juli-desember

2023 Rp 300.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 150.000.000 juta januari-juni

Rp 150.000.000 juta juli-desember

2024 Rp 350.000.000 juta 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 175.000.000 juta januari-juni

Rp 175.000.000 juta juli-desember

Kepala kampung mengatakan bahwa dana desa yang di terima di gunakan
untuk membangun Kantor kampung,keperluan kantor dan juga
membangun beberapa rumah warga yang sudah rusak sehingga harus di
rehap, dan juga penyelesaian pembayaran tanah untuk pembangunan
posyandu bagi masyarakat Kampung Injeif.

Selama menjabat sebagai Kepala Kampung sampai saat ini tidak perna ada
masalah yang terdapat dalam laporan penggunaan dana desa ataupun
pembangunan, dan Kkepala kampung mengatakan bahwa dari tim
Inspektorat ataupun dinas pemberdayaan masyarakat tidak pernah
melakukan pemeriksaan di kampung Injeif karena laporan yang mereka
masukan tidak ada masalah.

Kampung Korano Distrik Manimeri ( Induk)

Dalam menanggapi tentang dana desa yang diturunkan selama tiga tahun
(3) ini Bapak Kepala kampung Simon D. Karto mengatakan bahwa dana
desa yang di turunkan selama ini berjalan dengan baik, Adapun besaran

dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari Kepala Kampung

50




51

pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-turut sebagai

berikut:

Tahun Dana desa yang di terimah Pembagian dana desa

2022 | Rp 1.078.964.000 miliar 3X dalam 1tahun sebesar
Rp 359.654.000 juta januari-april

Rp 359.656.000 juta mei-agustus

2023 | Rp 1.768.104.000 miliar 3x dalam 1 tahun sebesar
Rp 589.368.000 juta januari-april

Rp 589.368.000 juta mei-agustus

2024 | Rp 1.521.400.000 miliar 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 760.740.000 juta januari-juni

Rp 760.740.000 juta juli-desember

Kepala kampung mengatakan bahwa dana desa yang diterima digunakan
untuk membangun kantor kampung, posyandu dan aula kampung. Dana
desa juga di gunakan untuk membeli fasilitas  seperti
meja,kursi,leptop,komputer,dan juga fasilitas yang lain hingga tidak lupa
papan tulis untuk menulis dana desa yang di terimah agar masyarakat
kampung dapat melihat jumlah dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan
kampung. Kepala kampung juga mengatakan bahwa dana desa yang di
terima di gunakan untuk membuat jalan dengan cara dicor dan juga

merehap rumah warga yang sudah rusak. Selama menjabat sebagai kepala
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kampung bapak Simon D. karto mengatakan jika beliau sendiri tidak perna
kedatangan tim pemeriksaan dari Inspektorat, karena setiap laporan atau
pelanggran yang di buat yang akan mengundang tim inspektorat datang
untuk melakukan pemeriksaan akan tetapi selama masa jabatan, beliau
mengatakan bahwa tidak perna kampung Korano kedatangan tim
Inspektorat dengan masalah apapun.

Kampung Yakati Distrik Wamesa (Induk)

Dalam penanggapi tentang dana desa yang di salurkan selama tiga tahun
(3) Kepala Kampung Atas Nama Bapak Petrus Wasiani mengatakan
bahwa dana desa yang di salurkan ke kampung Yakati sangat baik,
Adapun besaran dana desa yang diterima berdasarkan informasi dari
Kepala Kampung pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 berturut-

turut sebagai berikut:

Tahun | Dana desa yang diterimah | Pembagian dana desa

2022 | Rp 1 miliar 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 500.000.000 juta januari-juni

Rp 500.000.000 juta juli-desember

2023 | Rp 1miliar 2X dalam 1 tahun sebesar
Rp 500.000.000 juta januari-juni

Rp 500.000.000 juta juli-desember

2024 | Rp 1.200.000.000 miliar 3X dalam 1 tahun sebesar
Rp 400.000.000 juta januari-april

Rp 400.000.000 juta mei-agustus
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Rp 400.000.000 juta september-desember

Dari dana desa yang di salurkan kepala kampung membangun kantor
kampung, posyandu dan sementara dalam penyelesaian aula kampung,
serta membangun rumah warga yang sudah rusak dan tidak layak huni,
ada juga yang rehap entah itu rehap berat dan rehap ringan, kepala
kampung juga memperbaiki jalan dengan cara dicor dan juga mambangun
sumur bor bagi masyarakat kampung Yakati.

Selama menjadi kepala kampung Yakati Bapak Petrus Wasiani
mengatakan bahwa belum perna ada pelanggaran atau penyimpangan yang
di lakukan oleh kepala kampung baik penyalagunaan anggaran dan juga
jabatan kepala kampung yang melibatkan datangnya tim pemeriksaan dari
Inspektorat.

Pengawasan terhadap dana desa merupakan hal krusial dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di tingkat desa.
Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pengelolaan dana desa.
Fungsi ini mencakup audit, reviu, dan pemantauan atas perencanaan
hingga pelaksanaan kegiatan desa yang didanai oleh dana tersebut.
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta
memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.
Dalam praktiknya, kinerja Inspektorat menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah auditor yang tidak
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sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi?®. Selain itu, sebagian
besar auditor belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam hal
tata kelola keuangan desa, yang sering kali memiliki karakteristik khusus.
Kondisi ini membuat pengawasan menjadi kurang maksimal, terutama di
wilayah yang geografisnya sulit dijangkau seperti daerah pegunungan atau
kepulauan. Meski begitu, terdapat upaya dari Inspektorat untuk
memperbaiki  Kkinerja, seperti mendorong pendekatan pembinaan
ketimbang hanya bersifat represif. Beberapa daerah juga mulai
memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes) dan e-monitoring, untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan. Pengawasan berbasis risiko juga mulai diterapkan agar fokus
pengawasan diarahkan ke desa-desa yang rawan penyimpangan
berdasarkan data historis.?® Agar pengawasan dana desa oleh Inspektorat
lebih optimal, perlu adanya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur
pengawas. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat dukungan anggaran
operasional bagi Inspektorat agar mampu menjangkau seluruh desa secara
berkala. Di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam pengawasan secara
partisipatif juga penting agar pengelolaan dana desa lebih transparan.
Dengan pengawasan yang efektif, dana desa diharapkan dapat benar-benar
memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kinerja Inspektorat

dalam melakukan pengawasan dana desa menunjukkan peran pentingnya

25 Rusian Heri, M Arif Nasution, dan Isnaini Isnaini, “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara,”
Strukturasi: Jurnal llmiah Magister Administrasi Publik 2, no. 2 (2020): 190-203.

26 Ria Sapitri, “KAMPANYE SOSIAL PERANCANGAN MEDIA IKLAN VIDEO TENTANG PENGAWASAN
PENGGUNAAN GADGET UNTUK ORANGTUA ANAK-ANAK BERUSIA 2-10 TAHUN,” JURNAL RUPA
MATRA 1, no. 2 (2023): 125-40.
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sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Inspektorat bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan,
maupun  pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat
melakukan pengawasan melalui kegiatan audit reguler, evaluasi program,
dan reviu laporan keuangan desa. Kegiatan ini dilakukan secara berkala
untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dana desa sesuai dengan prinsip
akuntabilitas dan transparansi. Dalam menjalankan tugas pengawasan,
Inspektorat juga melakukan pemantauan langsung ke desa-desa untuk
melihat kesesuaian antara laporan administratif dengan kondisi nyata di
lapangan. Melalui kunjungan lapangan, auditor dari Inspektorat dapat
mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan program yang dibiayai dari dana desa. Selain itu, Inspektorat
menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dan rekomendasi
perbaikan kepada pemerintah desa agar pengelolaan anggaran menjadi
lebih tertib dan efisien.

Kinerja Inspektorat juga mencerminkan pendekatan yang tidak hanya
bersifat pengawasan represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Melalui
sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa, Inspektorat berupaya
meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap tata kelola keuangan yang
baik.?” Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah

terjadi masalah, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar pengelolaan

27 Nursamsir Nursamsir, Indar Ismail Jamaluddin, dan Anis Ribcalia Septiana, “Peran Pemerintah
Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara,” Musamus Journal
of Public Administration 6, no. 2 (2024): 659-69.
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dana desa dapat dilakukan secara tepat sejak awal. Selain itu, Inspektorat
menunjukkan peran aktif dalam menindaklanjuti temuan pengawasan
dengan memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa dan pihak
terkait. Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan
dalam pengelolaan dana desa, baik dari sisi administrasi, prosedur
pelaksanaan, maupun penyusunan laporan  pertanggungjawaban.
Inspektorat juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang
dilakukan oleh desa atas temuan tersebut guna memastikan adanya
perubahan dan perbaikan nyata di lapangan. Secara umum, Kinerja
Inspektorat dalam pengawasan dana desa menunjukkan upaya
berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan anggaran desa yang lebih
baik. Meskipun pengawasan yang dilakukan masih terus berkembang,
peran Inspektorat tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga agar dana
desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan efisien. Melalui
pendekatan yang sistematis, Inspektorat berkontribusi dalam memperkuat
tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Inspektorat memiliki peran utama sebagai lembaga pengawasan internal
pemerintah daerah yang bertugas memastikan dana desa dikelola secara
transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Dalam menjalankan fungsi ini,
Inspektorat melakukan audit dan reviu atas pengelolaan dana desa,

termasuk dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta
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penyusunan laporan  pertanggungjawaban.?®  Kinerja  Inspektorat
ditunjukkan melalui kegiatan pengawasan rutin yang dijadwalkan setiap
tahun, baik secara administratif maupun fisik di lapangan. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Inspektorat juga menyusun rencana Kerja
pengawasan tahunan yang mengarahkan fokus pemeriksaan pada desa-
desa tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis untuk
memeriksa dokumen keuangan, memverifikasi kegiatan pembangunan,
dan menilai kepatuhan terhadap regulasi. Melalui proses ini, Inspektorat
dapat menilai apakah dana desa digunakan secara efisien dan efektif dalam
mendukung pembangunan desa. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan
dalam laporan yang disampaikan kepada kepala daerah dan menjadi bahan
evaluasi kinerja desa. Selain melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga
berperan dalam membina aparat desa agar mampu memahami tata kelola
keuangan yang baik. Kegiatan seperti bimbingan teknis dan sosialisasi
aturan menjadi bagian dari tugas Inspektorat dalam meningkatkan
kapasitas aparatur desa. Ini menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat tidak
hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif, dengan tujuan menciptakan
pemerintahan desa yang lebih tertib dalam pengelolaan keuangan.

Kinerja Inspektorat juga terlihat dari kemampuannya menindaklanjuti
temuan-temuan hasil audit. Setelah menemukan adanya kekeliruan atau
ketidaksesuaian, Inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan kepada

pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan pemantauan untuk memastikan

28 Cut Fitrika Syawalina dkk., “Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah dan Kompetensi

Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jaya Baru Kota

Banda Aceh,” Jurnal llman: Jurnal limu Manajemen 10, no. 3 (2022): 143-51.
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bahwa rekomendasi tersebut dilaksanakan. Proses ini penting untuk
menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dan menghindari terulangnya
kesalahan yang sama dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang.
Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat dalam pengawasan dana desa
menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola
keuangan desa. Melalui kegiatan pemeriksaan, pembinaan, dan
pemantauan, Inspektorat menjalankan fungsinya sebagai lembaga
pengendali internal yang bertujuan menjaga agar dana desa digunakan
secara benar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kinerja
ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan desa
yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Dari
penjelasan yang di jelaskan peneliti tentang kinerja Inspekorat Dalam
Pengawasan dana desa, peneliti menjelaskan bahwa tim Inspektorat tidak
menemukan pelanggaran dan penyimpangan baik dalam pembangunan dan
juga penggunaan anggaran yang diturunkan dan di tergetkan untuk
pembangunan kampung tersebut. Peniliti membuktikan bahwa Inspektorat
tidak mendapatkan pelanggaran dan penyimpangan dengan di buktikan
dari hasil penelitian dengan cara mewawancarai kepala kampung dari

kampung yang sudah menjadi target peniliti.

Faktor penghambat bagi Inspektorat kabupaten Teluk Bintuni dalam

melakukan pengawasan dana desa.

Kabupaten Teluk Bintuni terletak di tengah Provinsi Papua Barat

memiliki 24 ditrik 115 desa/kampung dan 2 kelurahan. Dalam melakukan
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pengawasan dan pemeriksaan tim Inspektorat mengikuti Peraturan Bupati
yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang digunakan
untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di setiap distrik dan
kampung. Pengawasan terhadap dana desa merupakan tugas penting yang
diemban oleh Inspektorat Kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya, ada
banyak hambatan yang membuat pengawasan ini belum berjalan secara
maksimal. Salah satu hambatan yang paling nyata adalah :

e Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).%

Banyak Inspektorat di tingkat kabupaten hanya memiliki
sedikit auditor, padahal jumlah desa yang harus diawasi bisa
sangat banyak. Hal ini membuat pengawasan tidak bisa
dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, tidak semua
auditor memiliki keahlian khusus dalam memeriksa laporan
keuangan desa. Apalagi memahami kondisi riil di lapangan.
Akibatnya, proses pengawasan menjadi kurang tajam dan tidak
jarang hanya sebatas formalitas administratif.

e Inspektorat juga sering menghadapi kendala dari sisi anggaran.
Pengawasan dana desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
apalagi jika desa yang diawasi letaknya jauh dari pusat
kabupaten. Untuk sampai ke sana, auditor membutuhkan biaya
transportasi, konsumsi, dan kadang akomodasi. Sayangnya,
anggaran operasional yang dialokasikan untuk kegiatan

pengawasan sering kali tidak mencukupi. Akibatnya,

2 Muhamad Mu’iz Raharjo, Pengelolaan dana desa (Bumi Aksara, 2021).
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Inspektorat harus memilih desa-desa tertentu saja untuk
diawasi, sementara desa lainnya terpaksa luput dari
pengawasan rutin. Situasi ini tentu berisiko, karena semakin
minim pengawasan, semakin besar kemungkinan terjadi
penyalahgunaan dana desa.

Faktor geografis juga tidak bisa diabaikan. Di banyak daerah,
terutama di wilayah terpencil, akses menuju desa sangat sulit.
Jalanan rusak, medan berat, dan jarak yang jauh menjadi
tantangan tersendiri bagi auditor yang ingin turun langsung ke
lapangan. Di beberapa kabupaten, ada desa yang hanya bisa
ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu,
yang tentu memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Akibat
kondisi ini, pengawasan secara fisik jarang dilakukan, dan
Inspektorat terpaksa mengandalkan laporan dari pihak desa
tanpa bisa memverifikasi kebenarannya secara langsung. Hal
ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk
memanipulasi laporan atau menutupi penyimpangan.

Selain  itu, minimnya pemanfaatan teknologi juga
memperparah situasi. Padahal, di era digital seperti sekarang,
pengawasan bisa dilakukan lebih efektif jika didukung oleh
sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Sayangnya,
masih banyak desa dan juga Inspektorat yang belum
memanfaatkan aplikasi pelaporan keuangan secara maksimal.

Laporan masih dibuat secara manual, yang tidak hanya
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memperlambat proses, tetapi juga rawan kesalahan dan
manipulasi. Dengan sistem yang serba manual, sulit bagi
Inspektorat untuk melakukan pemantauan secara real-time,
apalagi jika laporan yang diterima tidak akurat atau tidak
lengkap.

e Terakhir, tantangan besar juga datang dari aspek koordinasi
dan politik lokal. Dalam praktiknya, pengawasan dana desa
tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat saja, tetapi
juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat penegak
hukum. Namun, koordinasi antarinstansi ini sering kali tidak
berjalan lancar. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri,
bahkan kadang saling melempar tanggung jawab. Lebih parah
lagi, dalam beberapa kasus, Inspektorat menghadapi tekanan
dari pihak-pihak tertentu, seperti kepala daerah atau tokoh
politik lokal, yang berusaha mengintervensi proses
pengawasan. Tekanan semacam ini bisa menghambat netralitas
Inspektorat dan membuat mereka enggan mengungkap temuan
yang sensitif. Dengan berbagai tantangan ini, sudah
seharusnya penguatan peran dan kapasitas Inspektorat menjadi

perhatian serius.

Dibutuhkan penambahan auditor yang kompeten, peningkatan anggaran

operasional, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem koordinasi yang lebih
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solid antarinstansi. Dalam melakukan penambahan ada empat auditor yang
melakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan indikasih masalah yang ada

yaitu:

Auditor pertama
Auditor yang berada pada tingkat pemula dalam menjalankan karir

keuditoran dan telah lulus diklat fungsional auditor.

e Auditor muda
Auditor yang berada di atas satu langkah dari auditor pertama dalam
jabatan fungsional auditor.

e Auditor madya
Auditor yang berada di jenjang menengah-tinggi dalam jabatan
fungsional auditor, dan memiliki pengalaman serta sering berperan
sebagai pengendali teknis atau koordinator audit.

e Auditor utama
Auditor yang berada di jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional
auditor. Memiliki peran kebijakan dan pembinaan profesi serta

menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan audit internal pemerintah.

Hanya dengan cara itulah pengawasan terhadap dana desa bisa berjalan efektif,
transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Untuk
mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan dana desa, langkah pertama
yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas Inspektorat Kabupaten,
terutama dari sisi sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah auditor perlu

ditambah, disertai dengan pelatihan rutin agar mereka memiliki pemahaman
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mendalam tentang tata kelola keuangan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga
harus memberikan dukungan anggaran operasional yang memadai agar
pengawasan bisa menjangkau seluruh desa, termasuk yang berada di daerah
terpencil. Tanpa dukungan SDM dan dana yang cukup, pengawasan akan tetap
bersifat terbatas dan tidak efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi
solusi penting. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi pelaporan keuangan
desa berbasis online memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara cepat
dan transparan. Inspektorat bisa memantau laporan secara real-time dan
mendeteksi penyimpangan sejak dini. Namun, hal ini juga harus didukung dengan
pelatihan bagi aparat desa agar mereka mampu menggunakan teknologi tersebut
dengan baik. Untuk daerah yang sulit diakses secara fisik, pemanfaatan alat bantu
seperti video conference atau audit berbasis drone dapat menjadi alternatif
pengawasan jarak jauh. Di sisi lain, penguatan koordinasi antarinstansi juga
sangat penting. Inspektorat perlu bersinergi dengan dinas terkait, aparat penegak
hukum, dan masyarakat dalam membentuk sistem pengawasan terpadu. Selain itu,
perlu ada perlindungan terhadap auditor agar mereka dapat bekerja secara
profesional tanpa tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk tokoh politik lokal.
Dengan membangun sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan kolaboratif,
maka potensi penyalahgunaan dana desa bisa ditekan, dan pemanfaatannya bisa

lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Inspektorat Kabupaten memiliki peran penting dan strategis dalam menjaga
akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana desa. Peran ini diwujudkan
melalui kegiatan pengawasan rutin, audit berkala, reviu laporan keuangan, dan
pemberian pembinaan kepada aparatur desa. Kinerja Inspektorat dalam
pengawasan dana desa menunjukkan adanya upaya yang cukup serius untuk
menekan penyimpangan dan mendorong tata kelola yang baik. Namun,
pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menemui
berbagai tantangan di lapangan, baik dari sisi internal Inspektorat maupun
eksternal, seperti kondisi desa dan dinamika sosial-politik setempat. Kinerja
Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dana desa masih dibatasi oleh
sejumlah faktor. Dari keterbatasan sumber daya manusia, sisi teknis, jumlah
auditor yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi,
sehingga pengawasan cenderung bersifat selektif dan tidak bisa menyentuh
seluruh desa secara rutin. Selain itu, kompetensi sebagian auditor juga masih perlu
ditingkatkan agar mampu memahami peraturan terbaru, menyusun laporan audit
yang tajam, serta mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Di sisi
lain, laporan keuangan dari pemerintah desa yang kadang tidak lengkap, tidak
sesuai format, atau bahkan terlambat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan

audit dan reviu yang akurat.
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Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran operasional
Inspektorat. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya untuk transportasi,
akomodasi, dan alat pendukung lainnya, terutama ketika desa yang diawasi berada
di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur yang kurang memadai,
seperti jalan yang rusak atau tidak adanya akses transportasi umum, memperparah
kondisi ini. Akibatnya, pengawasan langsung ke lapangan menjadi jarang
dilakukan, dan Inspektorat lebih banyak mengandalkan laporan administratif dari

desa, yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan masih
sangat terbatas. Padahal, sistem digital seperti aplikasi pelaporan berbasis online
dapat membantu Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni untuk memantau
penggunaan dana desa secara real-time. Dengan minimnya penggunaan sistem
digital, proses pengawasan menjadi lambat, rentan kesalahan, dan menyulitkan
pendeteksian dini terhadap penyimpangan. Kurangnya pelatihan bagi aparat desa
dan auditor dalam menggunakan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. Oleh
karena itu, digitalisasi sistem pelaporan dan audit menjadi kebutuhan yang
mendesak dalam meningkatkan kualitas pengawasan dana desa. Melihat berbagai
temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran
dan Kinerja Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dana desa.
Beberapa di antaranya adalah penambahan anggaran operasional, peningkatan
kapasitas teknologi informasi, serta penguatan kerja sama antarinstansi dalam
bentuk sistem pengawasan terpadu. Selain itu, penting juga untuk menciptakan

sistem perlindungan bagi auditor agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan atau
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intervensi pihak manapun. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat
diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara lebih profesional, efektif, dan
berintegritas, sehingga dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Inspektorat dalam melakukan
pengawasan dana desa di Kabupaten Teluk Bintuni, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Untuk Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni:

Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap
pengelolaan dana desa, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap
deretan kegiatan yang dibiayai dari dana desa secara menyeluruh serta
melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke desa-desa secara berkala. Langkah
ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program berjalan
sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Selain itu,
pendekatan partisipatif dan pembinaan kepada aparat desa tetap perlu
ditingkatkan agar pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa semakin
baik. Diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan
terhadap pengelolaan dana desa, termasuk dengan melakukan pengawasan
terhadap deretan kegiatan yang dibiayai dari dana desa serta melakukan sidak
(inspeksi mendadak) ke desa-desa secara berkala. Selain itu, perlu juga

memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut auditor
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yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang audit keuangan desa, agar
proses pengawasan dapat berjalan lebih profesional, objektif, dan tepat
sasaran. Pendekatan partisipatif dan pembinaan terhadap aparat desa tetap
perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa

semakin baik.

2. Untuk Pemerintah Desa di kabupaten Teluk Bintuni:

Aparat desa, khususnya kepala desa, perlu lebih proaktif dalam mengikuti
pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan dana desa. Pemerintah
daerah melalui Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni maupun dinas terkait
juga diharapkan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkala
kepada kepala desa dan perangkatnya, guna meningkatkan kapasitas mereka
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan
penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian,
risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan dan program
pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah diharapkan
mengalokasikan anggaran yang memadai di bidang kepegawaian, khususnya
untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dan auditor Inspektorat
Kabupaten Teluk Bintuni. Anggaran ini dapat digunakan untuk pembiayaan
diklat, pelatihan teknis, pengadaan perangkat kerja, serta insentif bagi tenaga
pengawas dan aparat desa yang berprestasi. Dengan dukungan anggaran yang
cukup, diharapkan kinerja pengawasan dan pengelolaan dana desa dapat

berjalan lebih optimal.
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Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap dana desa
di Kabupaten Teluk Bintuni dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan
akuntabel. Peran aktif semua pihak, mulai dari Inspektorat, pemerintah desa,
hingga masyarakat, sangat dibutuhkan demi terciptanya tata kelola keuangan desa

yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
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PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
INSPEKTORAT

Alamat : Kompleks Parkantoran Pemkab, Teluk Bintuni
Kampung Bumi Saniari, Distrik Manimaeri, Kabupaten Tetuk Bintuni, Provinsi Papus Barat
Emait - insp L@ tehukb kab g0 d, Wobsite | hitps 7/ " Sians ar i

Bintuni, 11 Maret 2025

Nomor : 700.1/062/IRKAB-TB/11I/2025
Lampiran H
Perihal : Pemberian Izin Penelitian
Kepada
Yth. Pimpinan Universitas Muhammadiyah
di-

Sorong

Menunjuk  Surat dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nomor
146/1.3.AU/FHISIPOL/D/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Permohonan Izin, maka dengan
ini kami menerima sdri. Inggrid Devi Yuniar Kemon, dalam penggambilan/mengumpulkan data
penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lampiran 11 Surat Pemberian izin penelitian
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Lampiran Dokumentasi Penelitian
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Gambar 3 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung lama

% ' £
Gambar 4 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung injeif
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~Gambar 5 dokumentasi wawancara bersama kepala kampung korano

Gambar 6 dokumentasi wawancara bersama kepala kampong yakati
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